
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Oaerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang9({ Pelaporan Keuan~ dan Kinerja Instansi Pemerintah

OENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATISUMBAWA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentauan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PERj9/M.PANj5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja
utama dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat

Menimbang

PERATURANBUPATISUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN2021

TENTANG
PENETAPANINOIKATORKINERJAUTAMA01LINGKUNGANPEMERINTAH

KABUPATENSUMBAWA

BUPATISUMBAWA
PROVINSINUSATENGGARABARAT

"1-'



Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa.

2

~ 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.<{,50

DalamPeraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11

PERATURANBUPATITENTANGPENETAPANINDlKATOR
KINERJA UTAMA D1 L1NGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATENSUMBAWA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4614);

6. Peraturan PresidenNomor29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas KineIja Instansi Pemerintah (Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
UmumPenetapan Indikator KinerjaUtama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis PeIjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor1M2};

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor31 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016
Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor571);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor2 Tabun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor694);

-.'
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(2) Analisis dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang
ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal4

(1) Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi Kinerja dengan
memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi .informasi yang dihasilkan
dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas Kinerja.

Pasal3

Penetapan IKUadalah sebagai berikut:

a. IKU Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan
akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan

b. IKU Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan Penetapan IKUadalah:
a. untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategi Peinerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan
Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal2

BAB II
TUJUAN

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelnggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.

7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau pun
tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.

8. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang selanjutnya
disingkat IKUadalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategi organisasi.
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Ditetapkan di Sumbawa Besar
~ pada tanggal '6 mor~ DD2.1

~Plh. BUPATISUMBAWA,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pasal8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor45 Tahun 2016 tentang Penatapan Indikator KinerjaUtama Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumbawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
(BeritaDaerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor45) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
45 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2019 Nomor6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal6
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan IKU,Bupati menugaskan
Inspektorat untuk:
a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas Kinerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b. memantau kemajuan pencapaian Kinerja dan hasilnya digunakan sebagai

dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen Kinerja pada
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal5
Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap Kinerja Perangkat
Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah agar IKUdapat dilakukan penyesuaian.

BAB III
PEMBINAANDANPENGAWASAN

.,, .,~
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BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR

Diundangkan di Sumbawa BesarIpada tanggal •S mar~ ao fI..'

{SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

"
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